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PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR 51 TAHUN 2020

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan
Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Muaro Jambi tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang
nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
pedoman penanggulangan wabah penyakit menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);

Peraturam Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019(covid-19)( Lembaran Tambahan Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanan Undang- Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelengaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949 /Menkes/SK/VIII/ 2004 tentang Pedoman
Penyelengaraan Sistem Kewaspadan Dini Kejadian Luar
Biasa (KLB);



15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501 /Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah,
dan Upaya Penanggulangannya;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PENERAPAN

PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

11.

. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Jambi.

Bupati adalah Bupati Muara Jambi.

Kepolisian adalah Kepolisian Resort Muaro Jambi.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI yang
bertugas di wilayah Kabupaten Muara Jambi.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah
Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Muara Jambi.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Jambi

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD

adalah BPBD Kabupaten Muaro Jambi.

Masker adalah alat pelindung wajah yang berfungsi untuk menutupi mulai
dari hidung, m ulut dan dagu dari percikan (droplet) partikel yang
mengandung virus, bakteri dan debu kedalam rongga mulut dan saluran
napas.
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12. Pelindung wajah transparan berbahan plastik (face shield) yang menutupi
bagian muka keseluruhan adalah adalah alat pelindung wajah dari
percikan (droplet) partikel yang mengandung virus, bakteri dan debu
kedalam rongga mulut dan saluran napas.

13. Cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan
dengan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer dengan anti
septik (berbasis alkohol).

14. Jaga Jarak (physical distancing) adalah pengaturan jarak antara orang
minimal satu meter pada setiap aktifitas.

15. Kerumunan Sosial adalah perkumpulan atau berkumpulnya orang di suatu
tempat untuk melakukan aktifitas yang sifatnya hanya sementara.

16. Pembatasan Social (Social distancing) adalah pembatasan kerumunan sosial
tertentu bagi penduduk dalam melakukan aktifitas.

17. Orang adalah setiap individu yang berada di Kabupaten Muaro Jambi baik
penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.

18. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam
bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu
untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

19. Corona Virus Disaese 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus
yang merupakan wabah/pandemi yang penyebarannya dari orang ke orang
lain secara cepat penularannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
pelaksanaan protokol kesehatan;

Pencegahan dan/atau penanganan covid-19;
monitoring dan evaluasi;

sanksi;

sosialisasi dan partisipasi; dan

pendanaan.
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BAB III
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
Bagian Kesatu
Subjek Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Pasal 3

Subjek pelaksana protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Perorangan;

b. Pelaku usaha; dan

c. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaksana Protokol Kesehatan
Paragraf Kesatu
Perorangan

Pasal 4

Subjek pelaksana perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung,
mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang
lain yang tidak diketahui status kesehatannya;



b. mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air
mengalir;

c. pembatasan interaksi fisik (Phsychal Distancing) ; dan

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS).

Paragraf Kedua
Pelaku Usaha

Pasal 5

Subjek pelaksana Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

wajib melaksanakan dan mematuhi protohol kesehatan antara lain meliputi :

a. memberikan himbauan wajib menggunakan alat pelindung diri berupa
masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu;

b. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Covid-19;

c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau menyediakan calran pembersih tangan (hand
sanitizer);

d. upaya identifikasi pemeriksaan suhu badan dan pemantauan kesehatan
bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

e. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
f. upaya pengaturan jaga jarak;
g. melakukan pembersihan dan penyemprotan dengan desinfektan pada

lingkungan secara berkala;

h. pengendalian kedisiplinan pada perilaku pengguna jasa yang beresiko
dalam penularan dan tertulamya Covid-19; dan

i. fasilitasi deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran
Covid-19.

Paragraf Ketiga
Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

(1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum di Kabupaten Muaro Jambi wajib melakukan
dan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat dalam pencegahan dan
pengendalian pengendalian COVID-19 di lingkungannya.

(2) Bagi pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum :

a. mengajukan permohonan izin kepada gugus tugas/satuan tugas terkait
penyelenggaraan kegiatan usaha pada masa pandemi covid-19;

b. memberikan himbauan wajib menggunakan alat pelindung diri berupa
masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu,;

c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (hand
sanitizer);

d. upaya identifikasi pemeriksaan suhu badan dan pemantauan kesehatan
bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

e. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;

upaya pengaturan jaga jarak;
g. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
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h. pengendalian kedisiplinan pada perilaku pengguna jasa yang beresiko
dalam penularan dan tertulamya Covid-19; dan

i. fasilitasi deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19.

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
sekolah /institusi pendidikan lainnya;
perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
tempat ibadah;
terminal dan pelabuhan;
kendaraan pribadi dan transportasi umum;
toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
apotek dan toko obat;
warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
pedagang kaki lima/lapak jajanan;
perhotelan /tempat kost/penginapan lain yang sejenis;
tempat wisata;
tempat hiburan;
. fasilitas pelayanan kesehatan;
area publik atau fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat
menimbulkan kerumunan massa,;

BETRT PR ™00 TP

o. kegiatan sosial dan kebudayaan; dan
p. kontruksi
Pasal 7
giatan yang dilaksanakan di tempat Sekolah/Institusi Pendidikan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :

a.
b.

(1)

(2)

(3)

sekolah;

institusi pendidikan lainnya, terdiri atas :

lembaga pendidikan tinggi;

lembaga pelatihan;

lembaga penelitian;

lembaga pembinaan;

lembaga pondok pesantren;

lembaga pendidikan keagamaan,;

lembaga pendidikan non formal, formal atau sanggar; dan
lembaga sejenisnya.
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Pasal 8

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) huruf a, diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat
tinggal masing-masing melalui pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat
dimungkinkan proses tatap muka apabila memenuhi persyaratan yang
lebih lanjut diatur oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan
protokol kesehatan.

Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan
bentuk pelayanan yang disesuaikan kebutuhan.

Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-
masing melalui pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pendidik tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan
wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-
masing melalui pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan presensi
secara manual.

Pasal 9

Dalam Pelaksanaan pembelajaran di institusi lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, kegiatan pembelajaran dan
pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk
pelayanan yang disesuaikan kebutuhan.

Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring,

maka penanggungjawab institusi pendidikan lainnya wajib menghimbau :

a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield;

b. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas
lainnya) secara teratur;

c. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi
pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5
derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;

d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air, sabun dan/atau hand sanitizer diisi ulang secara
teratur;

e. melakukan pengaturan tempat siswa secara proposional dengan
mempertimbangkan penjagaan jarak;

f. dalam hal ditemukan indikasi gejala Covid-19 yang dialami oleh
guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, mahasiswa
pada institusi pendidikan lainnya, maka penanggungjawab masing-
masing wajib untuk melaporkan kepada gugus tugas/satuan tugas
Covid-19.

g. Pemantauan yang dilakukan oleh penanggungjawab institusi lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan lainnya.

Pelaksanaan protokol kesehatan pada pondok pesantren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 5, ditujukan untuk :

a. pengelola pesantren; dan

b. santri;

Protokol kesehatan wajib dilaksankan pada area pesantren untuk
pengelola pesantren sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah
sebagai berikut :

a. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan
disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana
dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah,
dan ruangan kelas;

b. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun dan/atau hand sanitizer diisi ulang secara
teratur;

c. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada
pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan
spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
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dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit
tenggorokan/ sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas
kesehatan terdekat;

. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk

pesantren, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat celcius, atau
menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, infuenza ringan
dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk
memasuki area pendidikan;

melakukan pengaturan jam pembelajaran dalam rangka psychal
distancing;

menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

menyediakan tempat pembuangan sampah khusus untuk bekas APD di
area kerja atau fasilitas umum;

menyediakan inforlnasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-
19;

pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan
santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling
kelas/mendekati santri;

mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran
di luar pesantren;

menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan
orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

. pelaksaaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di

pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan

. apabila memberikan tugas yang menggunakan bahan/kertas, santri

menggunakan bahan/kertas milik sendiri.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada area pesantren untuk santri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

a.

b.

C.

menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan
pelindung wajah (face shield);

melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir
atau pembersih tangan hand sanitizer;

dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak psychal
distancing paling sedikit 1 (satu) meter;

tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa
pandemi belum dinyatakan berakhir;

mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi
setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;

tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;

. membuang sambah medis bekas APD di tempat khusus yang

disediakan;

tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk
kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;

wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi
belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan
protokol kesehatan;

melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak
enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi santri untuk di
rawat di kamar khusus/ pusat kesehatan pesantren (puskestren),
apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wall
santri;

menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan
orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

. pelaksaaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang

tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 10

Pedoman kegiatan bekerja di Perkantoran/Tempat Kerja dan Usaha serta
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Penyelenggara pemerintahan;

b. Perkantoran; dan

c. Industri.

Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan bekerja di perkantoran/tempat
kerja dan usaha serta industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk :

a. pemberi kerja; dan

b. pekerja.

Pelaksanakan kegiatan bekerja di perkantoran/tempat kerja dan usaha
serta industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menentukan pekerja yang tetap bekerja ditempat kerja dan pekerja yang
dapat melakukan pekerjaan dirumah.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan bekerja di tempat
kerja dan usaha serta industri untuk pemberi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

a. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan
juga menggunakan face shield;

b. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau
fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat celcius dan
tidak diperkenankan untuk masuk;

c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun dan/atau hand sanitizer diisi ulang secara
teratur;

d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan
secara berkala;

e. menyediakan tempat pembuangan sampah medis bekas APD di area
kerja atau fasilitas umum;

f. membatasi jumlah tamu/pengunjung 50% (lima puluh persen)
kapasitas;

g. pengaturan jarak di tempat kerja:

1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.

h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19
kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan
Covid-19; dan

i. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk,
pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah
dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain,
menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk
memeriksakan kondisi kesehatannya.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan bekerja di

perkantoran/tempat kerja dan wusaha serta industri untuk pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield;

b. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan
air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);

c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan
(hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/
barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja; dan



d.

dilarang berkerumun/ bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psichal distancing di area kerja.

(6) Mengutamakan pelayanan secara jarah jauh/daring untuk pelayanan
umum kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, bagi :

a. pengurus rumah ibadah; dan

b. jamaah.

(2) Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan keagamaan di rumah
ibadah untuk pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah sebagai berikut :

(3)

a.

b.

C.

™

oo

menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan
protokol kesehatan di rumah ibadah;

mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan
juga menggunakan face shield;

mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah
di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat
celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk
memasuki rumah ibadah;

menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun dan/atau hand sanitizer diisi ulang secara
teratur;

melakukan  pembersihan, sterilisasi dan /atau  penyemprotan
disinfektan secara berkala;

menghindari penggunaan karpet;

membuka jendela dan menghindari penggunaan Air Conditioner;
menyiapkan penggantian cover mix setiap sesi untuk pemakaian
mikrophone;

membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
menerapkan penjagaan jarak psichal distancing antar jamaah paling
sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di
lantai/kursi;

mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi
kerumunan;

jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit
tenggorokan/ sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi
ketentuan kesempurnaan beribadah;

menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah; dan

pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan
bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya amen dari Covid-19
secara berjenjang kepada Ketua gugus tugas/satuan tugas
Kecamatan/Kabupaten / Kota/ Provinsi sesuai tingkatan rumah
ibadahnya.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan keagamaan di
rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah sebagai berikut:

a.

b.

melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang
mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer pada saat masuk dan
keluar tempat ibadah;

menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield:



(4)

(5

c. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan
psychal distancing);

d. membawa peralatan ibadah pribadi; dan

e. tidak bersalaman.

Dalam hal Desa/Kelurahan pada lokasi rumah ibadah terdapat orang yang
terkonfirmasi positif Covid-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah
tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi
ketua tim gugus tugas/satuan tugas.

Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa
atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

Pasal 12

Pelaksanaan Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan di
terminal dan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,
sebagai berikut:

a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen)
dari jumlah kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat oleh
petugas yang ditunjuk;

b. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar

tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan Jjarak antrian tiap orang

paling sedikit I (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak

(psychal distancing).

pengelola, petugas dan pengunjung wajib menggunakan maskser;

menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun atau hand

sanitizer;

e. melakukan cek suhu tubuh setiap petugas dan pengunjung dengan
thermogun;

f. membersihkan dan melakukan didinfeksi pada sarana terminal dan
pelabuhan secara rutin;

g memasang spanduk atau himbauan penerapan protokol kesehatan
pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan

h. setiap orang baik petugas maupun pengunjung yang mengalami gejala
demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang
berada di terminal dan pelabuhan.

i. Kkhusus transaksi pada kasir wajib melakukan:

1. ruang kasir memakai pembatas kaca/plastik atau kasir
menggunakan plastik penutup wajah yang transparan/face shield
dan mengutamakan pembayaran non tunai /uang elektronik; dan

2. membuat tanda pembatas jarak yang ditandai pada lantai minimal 1
(satu) meter.

e

j. Khusus pengelola kios/stan yang berjualan di terminal dan pelabuhan

wajib mematuhi ketentuan umum protokoler area publik :

1. melaksanakan protokol Kesehatan;

2. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan hand sanitizer serta sarung tangan ketika
memberikan pelayanan ke pengunjung kios/ stan;

3. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang
mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer;

4. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan
atau hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun/ hand sanitizer diisi ulang secara teratur;

S. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psychal distancing di area kios/stan yang ber].ualan di terminal
penumpang angkutan umum,;

6. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak
berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan yang terdekat;



7. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan
disinfektan secara berkala pada kios/ stan;

8. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit
makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada
pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan
makanan;

9. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang
bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang
mengelola transaksi pembayaran.

(2) Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan pergerakan orang
dan barang di terminal/pelabuhan dengan menggunakan moda
transportasi pribadi dan/atau umum untuk agar pemilik/pengemudi
kendaraan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakal
masker, sarung tangan, helm menutup wajah, jaket lengan panjang
serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas
normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;

melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang
mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer;

. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan

berkala pada kendaraan; dan
wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2
(dua) orang per baris kursi.

(3) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi suhu 37,5 derajat celcius
melaporkan ke Pusat layanan kesehatan terdekat atau gugus tugas/satuan
tugas Covid-19.

Pasal 13

Pelaksanaan Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan di
kendaraan pribadi dan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

a. pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib:

1.

2.

3.

4.

5.

digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau
kegiatan lain yang diperbolehkan;

melakukan penyemprotan desinfektan kendaraan setelah selesai
digunakan;

menggunakan masker dan menyediakan pembersih tangan (hand
sanitizer) di dalam kendaraan,;

membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
kapasitas kendaraan; dan

tidak berkendara atau bepergian jika suhu tubuh diatas 37,5 derajat
celcius atau sedang mengalami gejala demam tinggi/flu/bersin/sesak
nafas/sakit tenggorokan dan diare.

b. pengguna transportasi umum wajib:

1.

2,

untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50%
(lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;

untuk angkutan barang berkursi :

a) satu baris diangkut paling banyak 2(dua) orang; dan

b) dua baris atau lebih diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai
digunakan;

menggunakan masker dan menyediakan pembersih tangan (hand
sanitizer) di dalam kendaraan; dan

tidak berkendara atau bepergian jika suhu tubuh diatas 37,5 derajat
celcius atau sedang mengalami gejala demam tinggi/flu/bersin/sesak
nafas/sakit tenggorokan dan diare.



C.

(1)

khusus roda dua berbasis aplikasi dan konvensional wajib :
. memakai masker;

. melakukan penyemprotan disenfektan;

. mencuci tangan; dan

. mencuci kendaraan setiap hari.

Pasal 14

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di Toko dan Pasar Modern
serta Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bagi:

a. pengelola gedung /pemilik toko/gerai/stan/kios/lapak;

b. pedagang; dan

c. pembeli/pengunjung.

A WN —

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan di toko dan pasar
modern untuk pengelola gedung/pemilik toko/gerai/stan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan hand santizer dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

b. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan
sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan hand santizer;

c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan
pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu
tubuh terdeteksi 37,5 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk
masuk;

d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand santizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun/ hand santizer diisi ulang secara teratur;

e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan
disinfektan secara berkala;

f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan
residu di area tempat atau fasilitas umum;

g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50%
(lima puluh persen) dari kapasitas semula;

h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum kurang lebih 1(satu)
meter:

i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada
petugas pada toko dan swalayan seperti poster dan spanduk yang
memuat tata cara pencegahan Covid-19;

j. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan
Covid-19 kepada petugas di front office (resepsionis, customer service
dan petugas keananan;

k. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk,
pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah
dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain,
menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakanface
shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk
memeriksakan diri;

1. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan
antara. lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol,
memanfaatkan sarana kebersihan;

m. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield, memakai sarung tangan
serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak
orang;
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(3)

(4)

(5)

q.

T.

mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk
makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk
kemasan;

dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat
perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka
pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit
selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan
di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah;

bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan
pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan
transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang
tunai harus memakal sarung tangan serta melakukan cuci tangan
menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan
(hand santizer];

memberikan peringatan kepada pemilik gerai/stan apabila ada
pelanggaran; dan

mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan di toko dan pasar
modern untuk pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah sebagai berikut:

a.

pedagang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan
pelayanan kepada pengunjung;

wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air
yang mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer;

dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psychal distancing di area” toko/gerai/stan;

. jumlah penunggu toko/gerai/stan disesuaikan dengan luasan

toko/gerai/stan sehingga dapat terjaga jarak psychal distancing paling
sedikit 1 (satu) meter;

wajib menjaga kebersihan disekitar area toko/gerai/stan; dan
memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang
secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan di toko dan pasar
modern untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah sebagai berikut:

a.

b.

wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield;

sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci
tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau
pembersih tangan hand sanitizer;

. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak

psychal distancing di area toko dan swalayan;

- pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian apapun; dan
. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko dan

pasar modern dari pusat perbelanjaan.

Pelaksanaan protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan di
pasar tradisional ditujukan untuk pengelola pemilik kios/lapak sebagai
berikut:

a.

b.

mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan /
pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk di
tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat
celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;

menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan /atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun/ hand sanitizer diisi ulang secara teratur;

J



(6)

(7)

(1)

. melakukan pengaturan jarak antar pedagang, pembeli dan antrian di

area pasar tradisional;

membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan
dengan luasan pasar tradisional);

membatasi jumlah pembeli/ pengunjung dalam pasar (disesuaikan
dengan kapasitas pasar tradisional;

meningkatkan frekuensi pembersihan pasar tradisional atau fasilitas
umum di lingkungan pasar tradisional;

melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada
petugas, pedagang dan pembeli serta. menyediakan media seperti poster
dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;

dalam hal terdapat pedagang/ pemilik kios/stan yang sakit dengan
gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar
mengisolasi diri dirumahdengantetap selalu menggunakan masker dan
apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan tidak melakukan
banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas
kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;

melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan;
dan k.dalam hal pada area layanan pasar tradisional ditemukan kasus
terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib menutup
stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan
melakukan penyemprotan disinfektari di lokasi tersebut serta
melaporkan kepada satuan tugas.

Pelaksanaan protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan di
pasar tradisional ditujukan untuk pedagang sebagai berikut:

a.

pedagang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan
pelayanan kepada pengunjung;

wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air
yang mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer;

dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psychal distancing di area’ toko/gerai/stan;

jumlah penunggu toko/gerai/stan disesuaikan dengan luasan
toko/gerai/stan sehingga dapat terjaga Jjarak psychal distancing paling
sedikit 1 (satu) meter;

. wajib menjaga kebersihan disekitar area toko /gerai/stan; dan

memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang
secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar tradisional
ditujukan untuk pembeli/pengunjung sebagai berikut:

a.

b.

2

o o

wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield;

sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci
tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau
pembersih tangan hand sanitizer;

dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psychal distancing di area pasar tradisional;

menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;

membatasi waktu berbelanja;

ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihimbau untuk tidak masuk
ke area pasar tradisional; dan

tidak diperbolehkan memegang barang dagangan hanya boleh
menunjuk yang akan dibeli.

Pasal 15

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di Apotik dan Toko Obat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, ditujukan bagi:

a.

pengunjung/pembeli obat; dan



b.

penanggungjawab atau pelaku usaha.

(2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di Apotik dan Toko Obat
bagi pengunjung/pembeli obat wajib:

3)

(1)

a.

b.

C.

d.

wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield;

sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci
tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau
pembersih tangan hand sanitizer;

dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psychal distancing di area apotik atau toko obat;

wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di apotik/toko
obat.

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di Apotik dan Toko Obat
bagi penanggungjawab atau pelaku usaha obat wajib:

a.

mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan jika
diperlukan menggunakan APD dan face shield atau apabila diperlukan
juga menggunakan hand santizer dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan
sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan hand santizer;

. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan

pengunjung yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat
celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;

menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand santizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun/ hand santizer diisi ulang secara teratur;
melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan
secara berkala;

menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan non organik;
membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50%
(lima puluh persen) dari kapasitas semula;

pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum kurang lebih 1(satu)
meter:

memberikan kaca atau plastik transparan pada tempat pemesanan obat
dan kasir;

dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk,
pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah
dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain,
menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan /face
shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk
memeriksakan diri;

dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat
perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka
pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit
selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan
di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah;

bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan
pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan
transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang
tunai harus memakal sarung tangan serta melakukan cuci tangan
menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan
(hand santizer]; dan

m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan Warung makan, Rumah *
Makan, Café dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, ,1

Pasal 16

pemilik atau penanggungjawab wajib:

e

&



(2)

[
.

e

mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan jika
diperlukan menggunakan APD dan face shield atau apabila diperlukan
juga menggunakan hand santizer dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung
(take away) melalui pemesanan secara daring/ jarak jauh.

. dalam hal terdapat pelayanan makan ditempat (dine in) dilakukan

pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan.
mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan
sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan hand santizer;
mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan /petugas dan
pengunjung yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat
celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;

menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan /atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun/ hand santizer diisi ulang secara teratur;
melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan
secara berkala;

. menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan non organik;

membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50%
(lima puluh persen) dari kapasitas semula;

pengaturan jarak kepada pengunjung kurang lebih 1(satu) meter:
memberikan kaca atau plastik transparan pada tempat pemesanan
makanan dan kasir;

dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk,
pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah
dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain,
menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan /face
shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk
memeriksakan diri;

. dalam hal pada area rumah makan, warung makan, café dan restoran

ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib
melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat
belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut
serta melaporkan kepada gugus tugas daerah;

bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan
pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan
transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang
tunai harus memakal sarung tangan serta melakukan cuci tangan
menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan
(hand santizer]; dan

m. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.

Bagi pemilik atau pengelola rumah makan, warung makan, café dan
restoran tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang untuk beroperasi.

Pasal 17

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan pedagang kaki lima/lapak
jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf J, pedagang wajib:

wajib memakai masker dan jika diperlukan menggunakan APD dan face
shield atau apabila diperlukan juga menggunakan hand santizer dan
sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pembeli/ pengunjung;
mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take
away) melalui pemesanan secara daring/ jarak jauh.

dalam hal terdapat pelayanan makan ditempat (dine in) dilakukan
pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan.

a.
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(1)

menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan
pangan sesuai ketentuan;

menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand santizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan
air dan sabun/ hand santizer diisi ulang secara teratur dan menyediakan
alat bantu seperti sarung tangan dan alat penjepit makanan untuk
menghindari kontak langsung dengan makanan siap saji;

melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan
secara berkala;

menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan non organik;
pengaturan jarak kepada pengunjung kurang lebih 1(satu) meter:
memberikan kaca atau plastik transparan pada tempat pemesanan
makanan;

mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.

Pasal 18

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan/tempat kost
atau tempat penginapan yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf k, ditujukan untuk :

a. pengelola;

b. karyawan; dan

c. pengunjung/penghuni.

Protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan untuk pengelola

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

b. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan
sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer

c. pengaturan jarak di hotel :

1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
3) kapasitas paling banyak 50 % (lima puluh persen).

d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan
pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu
tubuh terdeteksi 37,5 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk
masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk
memasuki hotel;

e. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun/ hand sanitizer diisi ulang secara teratur;

f. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan
Covid-19 kepada petugas di front office (resepsionis, customer service
dan petugas keamanan);

g meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas
umum di hotel;

h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada
petugas pada hotel, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara
pencegahan Covid-19;



i.

dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala
demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi
diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang
lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan
/face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat
untuk memeriksakan diri, dan penanggungjawab hotel/rumah kost
atau penginapan lain yang sejenis wajib melakukan swab test terhadap
karyawan tersebut dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada
penanggungjawab hotel/rumah kost atau penginapan lain yang sejenis;
dalam hal hasil swab dinyatakan negative maka penanggungjawab
hotel/rumah kost atau penginapan lain yang sejenis dapat membuka
kembali usahannya; dan

bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan
pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan
transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang
tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air
dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand
sanitizer secara rutin.

(3) Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel/rumah kost atau penginapan
lain yang sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah sebagai berikut :

(4)

(1)

a.

b.

melaksanakan protokol kesehatan,;

wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan
pelayanan kepada pengunjung/penghuni;

wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air
yang mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer,

mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk
di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh
terdeteksi 37,5 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan
menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan
hand sanitizer;

mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan
apabila diperlukan juga menggunakan face shield; dan

berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk
memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.

Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel/rumah kost atau penginapan
lain yang sejenis untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf ¢ adalah sebagai berikut :

a.

b.

wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield;

sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci
tangan denga.n menggunakan sabun dan air yang mengalir atau
pembersih tangan hand sanitizer;

dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psychal distancing di area hotel; dan

mengoptimalkan transaksi secara elektronik.

Pasal 19

Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan tempat wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, ditujukan untuk :

a.
b.
C,

pengelola;
karyawan atau petugas; dan
pengunjung.



(2)

(3)

(4)

Pelaksanaan protokol kesehatan wajib dilaksanakan bagi pengelola

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. mewajibkan karyawan/petugas memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir
atau pembersih tangan hand sanitizer;

¢. melakukan pembersihan, sterilisasi dan /atau penyemprotan disinfektan
secara berkala;

d. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50%
(lima puluh persen) dari kapasitas semula;

e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak
psychal distancing di tempat atau fasilitas umum,

f. mendeteksi suhu tubuh pengunjung di tempat/fasilitas umum, jika
suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat celcius, tidak diperkenankan di
lokasi tersebut;

g mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield serta melakukan cuci tangan
menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan;

h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:

1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;

j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19
kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan
Covid-19; dan

h. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk,
pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah
dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain,
menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan /face
shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk
memeriksakan diri.

Pelaksanaan protokol kesehatan wajib dilaksanakan bagi
karyawan /petugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b
sebagai berikut:

a. selalu memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield;

b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir
atau pembersih tangan hand sanitizer;

c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di
tempat atau fasilitas umum,;

d. mendeteksi suhu tubuh pengunjung di tempat/fasilitas umum, jika
suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat celcius, tidak diperkenankan di
lokasi tersebut;

e. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield serta melakukan cuci tangan
menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan
dan

f. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada
kerumunan pengunjung.

Pelaksanaan protokol kesehatan wajib dilaksanakan bagi pengunjung

sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf ¢ sebagai berikut:

a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face
shield;

b. sebelum memasuki tempa.t atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci
tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau
pembersih tangan;

X



diharapkan membawa dan menyemprotkan calran pembersih tangan
sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang
ada;

dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di
area wisata; dan

menjaga kebersihan lingkungan di tempat wisata.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan di tempat hiburan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1, meliputi:

(2)

3)

"o Qo o

arena permainan;

fasilitas karaoke, cafe, studio musik;
tempat pijat/ refleksi;

salon/barber shop;

pusat kebugaran,;

tempat bilyard;

Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), ditujukan kepada :

a.
b.
c.

pengelola;
karyawan; dan
pengunjung.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan tempat hiburan
untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah
sebagai berikut :

a.

mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan

di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat
celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk
memasuki area. tempat hiburan;

. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau

hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta
memastikan air dan sabun/ hand sanitizer diisi ulang secara teratur;

. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan

secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar
ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan
sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, dan fasilitas umum lainnya;

. menyiapkan microphone setiap sesi untuk pemakaian mixcrophone atau

mix;
membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima
puluh persen) dari kapasitas semula;

. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1

(satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;

. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara

daring/jarak jauh,;

menerapkan penjagaan jarak psychal distancing/ paling sedikit 1 (satu)
meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, dan
area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di
ruang tunggu, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;

. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada

meja/ konter/kasir dan lainnya,



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19, seperti
poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara
pencegahan Covid-19 antara lain wajib memakai masker dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield, jaga jarak, tidak bergerombol
dan menjaga kebersihan;

l. menyediakan ruang layanan kesehatan; dan

m.berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah
serta instansi terkait.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan tempat hiburan
untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;

b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan
face shield; dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada
pengunjung;

c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang
mengalir atau pembersih tangan;

d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di
area tempat hiburan;

e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat
hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5
derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk
memasuki tempat hiburan; dan

f. memberikan pelayanan sesuai protokol kesehatan.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan tempat hiburan
untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah
sebagal berikut:

a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggu
nakan face shield;

b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci
tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau
pembersih tangan;

c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan
sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada
di area tempat hiburan,;

d. menerapkan penjagaan jarak; dan

e. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Pasal 21

Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan di tempat fasilitas layanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, meliputi:

a. Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama lainnya;

b. Rumah Sakit; dan

c. Fasilitas Kesehatan lainnya.

Penyelenggara kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengikuti
ketentuan sesuai dengan standard teknis yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan.

Penyelenggara kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan
protocol kesehatan bagi pengunjung maupun petugas termasuk aturan
khusus tentang pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Pasal 22

Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan di area publik atau tempat
lainnya yang dapat menimbulkan keramaian massa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, meliputi:



(2)

(4)

a. taman; dan
b. tempat olahraga.

Dalam hal penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha tempat dan
fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat memenuhi
protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
dilarang beroperasi.

Pasal 23

Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, ditujukan pada kegiatan yang
menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.

Pelaksanaan protokol kesehatan untuk kegiatan kesenian dan budaya
sebagaimana dimaksud ayat (1) , ditujukan untuk :

a. pengelola/ penanggungjawab kegiatan;

b. pekerja semi/karyawan dan pelaku budaya; dan

C. pengunjung/penonton.

Protokol kesehatan wajib melaksanakan pada kegiatan kesenian dan
budaya untuk pengelola/penanggungjawab kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

a. mewajibkan pelaku /karyawan/petugas untuk memakai masker sesuai
dengan kondisi dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield
dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada
pengunjung/penonton;

b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik
pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat celsius,
dianjurkan untuk segera memeriksakan diri kefasilitas pelayanan
kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung
tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;

c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau
hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta.
memastikan air dan sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;

d. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas semula;

e. pengaturan jarak di area yang dipergunakan;

f. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama;

g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada
penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan
spanduk yang memuat tata cara pencegahan Covid-19;

h. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala
demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi
diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang
lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan
face shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk
memeriksakan diri;
menyediakan fasilitas kesehatan;

J. dalam hal pada area tempat kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi

positif Covid-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/ iso]asi
mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan
penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada
gugus tugas daerali; dan

k. berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan dengan satuan tugas percepatan penanganan COvid-19 daerah
serta instansi terkait.

Protokol kesehatan wajib dilaksanakan bagi pekerja semi/ karyawan dan
pelaku budaya sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
sebagai berikut:



a. membawa dan menggunakan perlengkapan sendiri dan atau
perlengkapan pihak pengelola yang telah dilakukan upaya pencegahan
penularan Covid-19;

b. wajib menggunakan masker sesuai dengan kondisi dan apabila
diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam
memberikan pelayanan kepada pengunjung;

c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang
mengalir atau pembersih tangan hand sanitizer;

d. menerapkan penjagaan jarak; dan

e. melaporkan kepada pengelola apabila mengalami sakit dengan gejala
demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas serta tidak turut
serta dalam pelaksanaan kegiatan.

(5) Protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan kesenian dan
budaya untuk pengunjung/penonton gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan protokol Kesehatan dan ketentuan dari pengelola;

b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga
menggunakan face shield;

c. sebelum memasuki tempat diwajibkan untuk cuci tangan dengan
menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan;

d. diharapkan membawa dan menyemprotkan calran pembersih tangan
sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada
di area; dan

e. menerapkan penjagaan jarak diarea kegiatan.

Pasal 24

Pelaksanaan protokol kesehatan wajib dilaksanakan pada kegiatan kontruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, adalah sebagai berikut:

a. menyusun protokol kesehatan;

b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakal masker dan
apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan
pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

c. mewajibkan  pekelja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan
menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan,;

d. dilarang berkerumun/ bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di
tempat konstruksi;

e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi
di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi 37,5 derajat celcius,
dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;

f. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan atau hand
sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air
dan sabun/ hand sanitizer diisi ulang secara teratur;

g membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam
kawasan proyek;

h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada
pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan
spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;

i. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan alat
pelindung diri serta sarana kesehatan yang memadai; dan

j- melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan
proyek secara berkala.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(8)

BAB IV
PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19

Pasal 25

Pencegahan dan/atau penanganan covid-19 di Kabupaten Muaro Jambi
dilakukan dengan cara:

a. deteksi dini; dan

b. isolasi/karantina.

Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Pemeriksaan oleh lurah/kepala desa;

b. Pemantauan yang dilakukan oleh lurah/kepala desa; dan

c. Pelaporan secara mandiri.

Setiap orang yang datang dari luar kelurahan/desa wajib diperiksa covid-
19 dan/atau melapor kepada lurah/ kepala desa.

Lurah/Kepala Desa wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang
datang dari luar daerah, keluar daerah dan/atau warga yang bekerja diluar
daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/online.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan pada
kepala dan/atau petugas puskesmas terdekat secara berkala setiap 3(tiga)
hari sekali.

Kepala dan/atau petugas puskesmas melakukan pelaporan hasil
pemantauan kepada gugus tugas/satuan tugas covid-19 daerah secara
berkala 3(tiga) hari sekali.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan ketua rt/rw
setempat dan rt/rw wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang
datang dari luar daerah, keluar daerah dan/atau warga yang bekerja diluar
daerah dan dilaporkan kepada lurah/kepala desa.

Apabila warga yang datang dari luar daerah, keluar daerah dan/atau
warga yang bekerja diluar daerah wajib melaporkan diri kepada ketua
rt/rw setempat.

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:

identitas pribadi berdasarkan KTP;
tanggal kedatangan;

alamat tujuan;

nomor handphone,;

keperluan; dan

riwayat perjalanan.

Mmoo o

(10) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala covid-19 petugas

pemeriksa segera berkoordinasi dengan gugus tugas/satuan tugas covid-
19 daerah dan/atau dinas kesehatan.

(11) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

pada:
a. tingkat daerah; dan
b. mandiri.

(12) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan

selama 14(empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan
rekomendasi dari perugas pemeriksa kesehatan.



(13) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan telah dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b orang terduga
dan/atau hasil test swab dinyatakan positif covid-19 maka dilakukan
tindakan isolasi/karantina yang ditentukan berdasarkan rekomendasi
dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, resiko
penularan dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

(14) Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan isolasi/karantina ditingkat
daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(15) Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri
dibebankan pada masing-masing orang.

(16) Lokasi isolasi/karantina daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi
secara berkala.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

(1)  Monitoring dan evaluasi penegakan protokol kesehatan Covid-19
dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Penegakan
Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 27

(1) Setiap orang, pelaku usaha, dan masyarakat yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 ayat (2),
ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 11 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 huruf a dan huruf b, Pasal
14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 15 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5),
Pasal 21, Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 24 dikenakan
sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bagi perorangan:
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. Kkerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
3. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab
tempat dan fasilitas umum :
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. penghentian sementara operasional usaha; dan
4. pencabutan izin usaha.



3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4
dapat diberikan kembali setelah pelaku usaha, pengelola, penyelenggara
atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum memenuhi
kewajibannya berdasarkan rekomendasi Ketua Tim Gugus Tugas/Satuan
Tugas Covid-19 Daerah.

Pasal 28

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf
a angka 3 dan huruf b angka 2 merupakan pendapatan Daerah dan disetor
ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
langsung secara tunai atau nontunai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak pelanggaran dilakukan.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti
pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib
menyerahkan KTP sebagai jaminan.

Pasal 29

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

dan dilaksanakan oleh:

a. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah
Daerah; dan

b. Camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
untuk penerapan sanksi di tingkat kecamatan.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim
Koordinasi yang berkedudukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.



(2) Format Surat Tanda Bukti Pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif diatur
oleh Keputusan Bupati.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 32

(1) Bupati menugaskan Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas untuk melaksanakan
sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian
Covid-19 kepada masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi
peran serta :

a. masyarakat;

b. pemuka agama,

c. tokoh adat;

d. tokoh masyarakat; dan

e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber
dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan yang
berlaku pada masa pandemi COVID-19 yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sengeti
pada fanggal 23 AO\&Q}(\,\Q' 2020

I MUARO JAMBI,

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 23 A'v\u&k\xs : 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

MHI). FADHIL ARIEF
RITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2020 NOMOR .4].....



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 5l TAHUN 2020

TANGGAL: o3 Aqushus 2020
FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

A. Perorangan

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini ............ tanggal ...... bulan ... tahun 20... sekitar
pukul........ WIB, Saya ....ccovoiviiiiiiiiiiiiiiiiieceeeeeaa selaku Penindak
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Muaro Jambi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang
dengan data sebagai berikut:

Nama :

No. KTP :
Tempat/tgl. lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat Kejadian :

Jenis Pelanggaran : (sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan
Bupati Muaro Jambi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adminitratif berupa:
Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan Kerja Sosial Derupa: ..........ccooovviiiiiiiiieieeeeeeeeeeneeenn.,

Denda Administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

tempat, tanggal/bulan/tahun

PELANGGAR, PETUGAS,

..................................................................




B. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat
dan Fasilitas Umum

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini ............ tanggal ...... bulan ............ tahun 20... sekitar
pukul....c.. WIB; S8y .o selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Muaro Jambi

melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:
Nama :

No. KTP :
Tempat/tgl. lahir :
Alamat :

Pekerjaan :
Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Bupati Muaro Jambi
Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adminitratif berupa:
Teguran Lisan/Teguran Tertulis

Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat

Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Penghentian Sementara Atau Pembubaran Paksa Kegiatan

Penutupan Sementara

oooood

Pencabutan Izin

tempat, tanggal/bulan/tahun

PELANGGAR, PETUGAS,

..................................................................

MUARO JAMBI,




BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 23 AO\LUQ(\\N* 2020

[ MUARO JAMBI,

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal g Aﬂwg}mg : 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

MHIY. FADHIL ARIEF
RITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2020 NOMOR al.....



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 5l TAHUN 2020

TANGGAL 23 Agushus 2020

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

A. Perorangan

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini ............ tanggal ...... bulan ............ tahun 20... sekitar
k] e WIB, saya ....ocooiiiiiiiiiiiiiiiiie e selaku Penindak
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Muaro Jambi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang
dengan data sebagai berikut:

Nama :

No. KTP :
Tempat/tgl. lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat Kejadian :

Jenis Pelanggaran : (sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan
Bupati Muaro Jambi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adminitratif berupa:
Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan Kerja Sosial berupa: ............ooooiiiiiiiiiiiiiie e,

Denda Administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

tempat, tanggal/bulan/tahun

PELANGGAR, PETUGAS,




B. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat
dan Fasilitas Umum

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini ........... tanggal ...... bulan ............ tahun 20... sekitar
pukul........ WIB, saya ............... selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Muaro Jambi

melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:
Nama :

No. KTP :
Tempat/tgl. lahir :
Alamat :

Pekerjaan :
Tempat Kejadian :
Jenis Pelanggaran :

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Bupati Muaro Jambi
Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adminitratif berupa:
Teguran Lisan/Teguran Tertulis

Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat

Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Penghentian Sementara Atau Pembubaran Paksa Kegiatan

Penutupan Sementara

Ooodoo g

Pencabutan Izin

tempat, tanggal/bulan/tahun

PELANGGAR, ‘ PETUGAS,

.............................




